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KATA PENGANTAR 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Administrasi 
Negara” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini 
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi 
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang  Pengantar 
Administrasi Negara. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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BAB 1 
KONSEP DASAR ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses 

dinamika kerjasama manusia.  Kerja sama merupakan gejala yang sifatnya 
universal dan sudah ada dan berlangsung sejak jaman primitif sampai 
jaman modern. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka 
kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Anggara Sangga, 
2013).  Administrasi merupakan sesuatu yang bersifat universal jadi ia ada 
dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu 
sendiri, hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada setiap 
aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik dsb). Karena begitu luasnya 
bidang administrasi, jadi tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupannya 
dibandingkan dengan ilmu administrasi. 

Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang 
berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di 
tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan 
dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan 
dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, 
terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai 
suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilmu yang diperlukan oleh 
staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). 
Pada dasarnya dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu 
kepentingan individu dan kepentingan bersama (Ali Mufiz, 2009). 
Kepentingan individu didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk individu 
karena pribadi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi. 
Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial 
(kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan bersama, hal ini menjadikan 
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BAB 2 
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Teori Administrasi Publik adalah studi tentang prinsip-prinsip, konsep, 

dan teori yang berkaitan dengan administrasi dalam sektor publik atau 
pemerintahan. Teori-teori ini membantu dalam memahami cara 
pemerintah bekerja, mengelola sumber daya, dan memberikan layanan 
kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa teori penting dalam 
Administrasi Publik: 
1. Teori Klasik: 

a. Max Weber: Konsep birokrasi, otoritas rasional-legal, dan tata 
kerja yang efisien. 

b. Frederick Taylor: Ilmu manajemen ilmiah dengan penekanan pada 
efisiensi dan produktivitas. 

2. Teori Struktural: 
a. Herbert Simon: Teori pengambilan keputusan administratif dan 

konsep "satisficing." 
b. Chester I. Barnard: Teori fungsi eksekutif dan konsep kewenangan. 

3. Teori Sistem: 
a. Ludwig von Bertalanffy: Teori sistem umum yang berlaku untuk 

berbagai konteks, termasuk administrasi publik. 
b. David Easton: Teori sistem politik dan pemikiran sistem dalam 

administrasi publik. 
4. Teori Perilaku: 

a. Herbert A. Simon: Konsep "bounded rationality" dan model 
pengambilan keputusan yang lebih realistis. 

b. Chris Argyris dan Donald Schön: Konsep "teori dalam tindakan" 
dan pembelajaran organisasi. 
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BAB 3 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Hukum administrasi negara di kenal juga sebagai hukum tata 

pemerintahan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang 
mempelajari tindakan hukum dalam pemerintahan. Hukum administrasi 
negara awal mula muncul terkait dengan perkembangan sistem 
pemerintahan. Yang dimana pada saat itu, di Eropa merupakan tempat 
awal mula munculnya konsep administrasi modern yang pada saat itu juga 
bersamaan dengan munculnya bangsa-bangsa pada abad ke-18 dan abad 
ke-19. Pada abad tersebut HAN berfokus pada regulasi aktifitas 
pemerintahan, yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari pada 
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan. Pada abad tersebut juga 
ahli hukum dari Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel kant (1724-
1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan 
ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule Of Law. Ada 
berbagai istilah di dalam penyebutan Hukum Administrasi Negara yang 
merupakan terjemahan dari Administratiefrecht  yang dikenal di Negara 
Belanda, Veewaltungrecht di Jerman, Droit Administratif di Prancis, 
Administratif law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa negara Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan 
bangsa Belanda, sehingga Hukum Administrasi Negara Indonesia 
merupakan terjemahan dari Administratiefrecht. Untuk menerjemahkan 
Administratiefrecht dari Hukum Belanda ini para ahli hukum Indonesia 
belum ada kata sepakat. Baru ada kata sepakat setelah dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha 
Negara yang dikeluarkan oleh para ahli. E.Utrecht dalam bukunya 
“Pengantar Hukum Administrasi” mulainya memaknai istilah Hukum 
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BAB 4 
BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Birokrasi dan pelayanan publik adalah 2 (dua) elemen penting dalam 

tata kelola pemerintahan. Birokrasi merupakan sistem organisasi yang 
menjalankan roda pemerintahan, sedangkan pelayanan publik adalah 
segala bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 
Hubungan antara birokrasi dan pelayanan publik bersifat kompleks dan 
saling terkait. Birokrasi yang efektif dan efisien menjadi prasyarat utama 
dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Di sisi lain, 
pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap birokrasi. 

Slogan Birokrasi “Ber-AKHLAK : Berorientasi pelayanan, Akuntabel, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif”, menunjukkan 
bahwa birokrasi harus menunjukkan komitmennya dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan aspek 
krusial dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam 
berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh adalah bagaimana peran 
penting pelayanan pubik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
Pemberian kemudahan akses pelayanan seperti akses pendidikan, akses 
kesehatan, pengembangan infrastruktur, tentunya akan mampu dan dapat 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula halnya dengan 
pelayanan publik yang baik dan transparan tentu akan dapat membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang 
berkualitas juga akan dapat membantu masyarakat untuk mencapai 
potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Demikian 
pula halnya dengan pelayanan publik yang berkualitas membantu 
menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sehingga dapat 
membantu mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan 
kesejahteraan. Bab ini akan membahas tentang Birokrasi, Pentingnya 
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BAB 5 
KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Stakeholder mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan 

suatu negara, oleh karena itu tugas pengembangan kebijakan publik 
dilimpahkan kepada mereka. Kebijakan publik dimaksudkan untuk 
mempertimbangkan kepentingan warga negara dan penduduk, bukan 
hanya kepentingan organisasi atau kelompok tertentu. 

 

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 
Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh 

instansi dan pejabat pemerintah, yang mempunyai implikasi sebagai 
berikut: (1) kebijakan tersebut selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan publik 
memuat tindakan pemerintah, (3) kebijakan publik bersifat apa yang 
sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak sesuai dengan 
tujuannya, dan (4) kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif 
dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai semua 
permasalahan yang spesifik, atau bersifat negatif dalam artian pemerintah 
tindakan mengenai semua masalah tertentu. (5) Kebijakan pemerintah, 
setidaknya dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang mengikat dan memaksa (Anderson, 1975). 

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apa pun yang 
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan,” atau “apa pun 
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dye juga 
melihat kebijakan publik sebagai investigasi terhadap apa yang 
sebenarnya dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan 
apa yang memotivasi mereka untuk melakukan hal tersebut secara 
berbeda. Ia juga menyatakan, jika pemerintah memutuskan untuk 
melakukan intervensi, maka tindakannya harus mempunyai tujuan. Segala 
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BAB 6 
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA 
 

 

A. PENDAHULUAN  
Setiap negara memiliki sistem manajemen keuangan yang menjadi 

tulang punggung dalam mengamankan pertumbuhan dan kesejahteraan 
(Hanif Syafi 2020). Sistem ini komprehensif, menangani aspek keuangan 
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga 
pelaporan. Penerapan manajemen keuangan yang efektif  dapat 
memastikan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur, 
layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Dampaknya tidak hanya 
terbatas pada stabilitas ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan 
kepercayaan publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, 
yang merupakan elemen vital dalam membangun fondasi yang kuat untuk 
masa depan yang lebih sejahtera. 

Secara sederhana Manajemen keuangan negara adalah proses 
pengelolaan dana dan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu 
negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan politik yang 
telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengendalian, pelaporan, dan audit keuangan untuk memastikan 
penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
Manajemen keuangan negara bertujuan untuk mendukung stabilitas 
ekonomi, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, 
kesejahteraan sosial, dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan 
pendapatan. 

Pengelolaan keuangan negara merupakan elemen krusial dalam 
pembangunan nasional, dengan implikasi yang sangat besar terhadap 
stabilitas ekonomi dan kemajuan sosial. Manajemen keuangan negara 
yang efektif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan dan inklusif. Pentingnya manajemen keuangan negara 
sangat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk penyediaan sumber daya, 
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BAB 7 
KEBIJAKAN DAN  
PERENCANAAN STRATEGIS 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Kebijakan adalah seperangkat langkah-langkah atau keputusan yang 

diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan 
mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kebijakan dapat bersifat 
jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada sifat dan 
kompleksitas masalah yang dihadapi. Proses pengembangan kebijakan 
melibatkan identifikasi masalah, analisis data, formulasi solusi, 
implementasi, dan evaluasi dampak. (Anderson, 2018) 

Perencanaan strategis adalah suatu proses perumusan tujuan jangka 
panjang dan pemilihan tindakan serta alokasi sumber daya untuk 
mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks administrasi negara, 
perencanaan strategis membantu pemerintah merumuskan visi, misi, dan 
strategi untuk pengembangan negara. Langkah-langkah perencanaan 
strategis melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, penentuan 
visi dan misi, pengembangan strategi, implementasi rencana tindakan, dan 
pemantauan serta evaluasi hasil. (Bryson, 2018) 

 

B. KEBIJAKAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA 
Kebijakan dalam administrasi negara merujuk pada seperangkat 

tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu 
dalam mengelola urusan negara. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai 
bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, 
dan lainnya. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi 
yang lebih baik atau memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam kehidupan 
masyarakat. 
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BAB 8 
TEKNOLOGI INFORMASI  
DALAM ADMINISTRASI 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Teknologi Informasi (TI) telah mengubah cara administrasi dilakukan di 

berbagai bidang, mulai dari sektor publik hingga swasta. Dalam konteks 
administrasi, TI memberikan alat dan sistem yang memungkinkan efisiensi, 
kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan informasi dan proses 
administratif. Teknologi merupakan peralatan yang digunakan manusia 
dalam memecahkan masalah, serta digunakan untuk menguasai tata cara 
pemakaian sebuah perangkat baik perangkat keras maupun lunak 
sehingga perangkat tersebut dapat bekerja secara mudah, baik, dan 
efisien. Umumnya, teknologi erat kaitannya dengan kehidupan manusia. 
Berdasarkan aspek kehidupan, teknologi telah menggantikan peran 
manusia. Sebagai contoh, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara 
manual, kini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi. Terutama, 
teknologi membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah 
(Fauziah & Hedwig, 2016). Dalam sub bab ini, kita akan mengeksplorasi 
peran serta dampak TI dalam administrasi, termasuk penggunaannya 
dalam penyimpanan data, komunikasi, analisis, dan pengambilan 
Keputusan Teknologi Informasi dalam Administrasi merupakan karya yang 
bertujuan untuk menyelidiki peran dan dampak teknologi informasi (TI) 
dalam konteks administrasi modern. Perkembangan pesat dalam bidang TI 
telah mengubah secara fundamental cara administrasi dilakukan di 
berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga bisnis. Pada bab ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 
bagaimana TI telah mengubah praktik administrasi, memperkenalkan alat 
dan sistem baru, dan menimbulkan tantangan dan peluang baru bagi para 
praktisi administrasi. 
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